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Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, saat keluar ruangan, usai bertemu
di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (25/11). Pertemuan kedua pimpinan partai ini untuk mengefektifkan koalisi yang mereka bangun.

SBY Minta Ditegakkan Sanksi ke PJTKI Lalai

Ikhsan Shiddieqy

JAKARTA — Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) meminta semua Per-
usahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI) tidak la-
lai dalam menjalan tugas-
nya. Presiden menyampai-
kan hal itu menyusul insiden
penganiayaan dua orang te-
naga kerja Indonesia (TKI)
di Timur Tengah.

“Saya ingin memastikan
semua perusahaan pengirim
tenaga kerja tidak lalai,” ka-
ta Presiden dalam Sidang
Kabinet Paripurna di Kan-
tor Presiden, Kamis (25/11).
Presiden menegaskan, dia
bersama Wapres Boediono
akan melakukan sidak pada

perusahaan-perusahaan itu.

Jika ada kesalahan pada
perusahaan pengirim tenaga
kerja itu, kata Presiden, ma-
ka dampaknya bisa panjang
dan besar. “Kalau harus
memberikan sanksi kita be-
rikan sanksi. Ini soal manu-
sia, tidak boleh ada kelalai-
an apa pun,” kata Presiden.

Terkait masukan mem-
buat undang-undang khusus
tenaga kerja wanita (TKW),
Presiden menilai itu usul
yang baik. “Bila Undang-
Undang Ketenagakerjaan
yang ada kandungannya
kecil, tidak lagi bisa meres-
pons apa yang ada sekarang
ini, kita bisa lakukan revisi
atau bisa saja diperlukan
undang-undang khusus ten-

tang itu,” katanya.

Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Menaker-
trans) Muhaimin Iskandar
mengatakan, moratorium
TKI ke Arab Saudi menjadi
opsi yang dimiliki pemerin-
tah. “Kalau toh nanti me-
laksanakan moratorium ha-
rus benar-benar dengan ke-
siapan yang total,” kata Mu-
haimin.

Semua masalah di la-
pangan, kata dia, harus dis-
elesaikan secara simultan.
Salah satu penyelesaian ma-
salah yang dilakukan pe-
merintah adalah melakukan
pengetatan dalam pengirim-
an TKI ke Arab Saudi.

Dalam melaksanakan
langkah itu, Muhaimin

Pendirian Partai Diperketat

Indira Rezkisari

JAKARTA — Pemerintah
mengusulkan syarat yang
lebih ketat bagi pendirian
partai politik dalam revisi
UU No 2 Tahun 2008 ten-
tang Partai Politik. Selain
mengajukan usul perubahan
pada pasal jumlah pendiri
partai, pemerintah meminta
pula partai memperbesar
saldo tabungan mereka.

Dalam rapat kerja dengan
Komisi II DPR, kemarin, pi-
hak pemerintah diwakili
Menteri Dalam Negeri Ga-
mawan Fauzi serta Menteri
Hukum dan HAM Patrialis
Akbar. Gamawan mengusul-
kan perubahan dari jumlah
pendiri partai politik yang
1.000 orang menjadi 625
orang. Perketatan kemudian
diajukan lewat syarat kalau
partai bisa berdiri dengan
minimal 25 orang warga ne-
gara di setiap provinsi.

Jumlah 625 orang diam-
bil Gamawan dari 25 orang
dikali 25 provinsi atau 75
persen dari total 33 provinsi
di Tanah Air. Sebelumnya,

dalam UU No 2 Tahun 2008,
dikatakan dalam pasal 2
ayat 1 partai politik didiri-
kan dan dibentuk dengan
akta notaris oleh paling se-
dikit 1.000 orang WNI yang
telah berusia 21 tahun dan
tersebar di paling sedikit 75
persen jumlah provinsi.

“Tersebar supaya mewa-
kili Indonesia,” kata Ga-
mawan. Ditambahkannya,
syarat yang diusulkan pe-
merintah lebih berat dari
usulan perubahan DPR. Ang-
ka 75 persen dari 33 provinsi
tidak mudah untuk dipenuhi.

Meski pemerintah meng-
usulkan jumlah pendiri par-
tai lebih sedikit, faktor ke-
harusan tersebar pada mi-
nimal 75 persen diharapkan
bisa menjadi upaya menye-
derhanakan partai.

Syarat lain yang diminta
pemerintah terkait dengan
pasal 3 ayat 2 e. Pemerintah
meminta nominal rekening
partai politik diubah dari
Rp 100 juta menjadi Rp 1
miliar. Nilai Rp 1 miliar di-
pilih sebab bila dibagi 33
provinsi, setiap provinsi

dihitung memiliki dana
sebesar Rp 30 juta.
“Rasanya Rp 1 miliar ti-
dak berat untuk partai ber-
ukuran nasional,” katanya.
Nilai Rp 100 juta, seperti
tertera dalam UU No 2 Ta-
hun 2008, dirasa perlu dire-
visi sebab tidak menunjuk-
kan kekuatan partai politik.
Masih ada tiga usulan
lain dari pemerintah, yakni
terkait dana pendidikan
politik, pertanggungjawab-
an keuangan partai yang
terukur per tiga bulan atau
enam bulan setelah pemilu,
serta lambang partai.
Wakil Ketua Komisi II
dari PDIP, Ganjar Pranowo,
mengatakan, usulan peme-
rintah sebenarnya sejalan
dengan semangat partai da-
lam parlemen. “Relatif se-
mangatnya sama, dalam dua
kali rapat, saya percaya revi-
si sudah bisa jadi,” ujarnya.
Tak heran, kata Ganjar,
kalau dalam sidang tadi pe-
merintah berani menawar-
kan penyelesaian revisi un-
dang-undang ini pada tahun
ini juga. M ed: joko sadewo

8o Persen Kabupaten, APBD-nya
Dialokasikan untuk Belanja Pegawai

JAKARTA — Sekitar 50
orang bupati se-Indonesia,
Kamis (25/11), melakukan
rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Komisi II DPR. Me-
reka mengeluhkan tentang
minimnya Anggaran Belanja
Daerah (APBD) untuk alo-
kasi pembangunan.

Dalam RDP yang dipim-
pin Ketua Komisi IT Chairu-
man Harahap itu, Wakil Ke-
tua Umum Apkasi yang juga
Bupati Kuningan, Aang Ha-
mid Suganda, mengatakan,
lebih dari 80 persen kabu-
paten di Indonesia belanja
pegawainya lebih besar ke-
timbang belanja untuk pem-
bangunan atau sektor pub-
lik. Padahal, ini menjadi sa-
lah satu ciri pemerintahan
yang tidak baik.

“Kondisi ini disebabkan
oleh kenaikan gaji pegawai
tidak diiringi dengan pe-
nambahan dana alokasi
umum bagi daerah dan ka-
renanya kami mengharap-
kan DPR ikut memperha-

tikan perimbangan kenaik-
an gaji dengan penerimaan
Dana Alokasi Umum (DAU)
bagi daerah,” kata Aang.

Sementara itu, juru bica-
ra Apkasi yang juga Bupati
Tanah Datar, Shadiq Pasa-
digo, mengatakan, ada se-
jumlah kendala yang mere-
ka hadapi dalam hal biro-
krasi dan pelayanan publik.
Persoalan itu, di antaranya
berkait dengan masalah ma-
najemen kepegawaian, tidak
adanya peraturan perun-
dang-undangan dari peme-
rintah pusat yang mengatur
standardisasi pendapatan
tambahan bagi PNS, batas
usia pensiun PNS, pelaksa-
naan remunerasi PNS, serta
membengkaknya anggaran
pensiun.

Para bupati menyatakan,
baik buruk penyelenggaraan
pemerintah di daerah sangat
ditentukan kemampuan dan
mutu PNS selaku penye-
lenggara  pemerintahan
memberikan pelayanan ke-

pada masyarakat.

“Apkasi memandang
bahwa pelaksanaan otonomi
daerah tidak akan maksimal
tanpa adanya birokrasi yang
kuat dan dengan sistem
yang efisien serta efektif,”
kata Shadiq, seperti dikutip
Antara.

Para bupati itu juga me-
mandang perlu diperhatikan
masalah kualifikasi dan
kompetensi tenaga honorer,
administrasi, dan penggaji-
an kepegawaian, hingga pe-
ninjauan kembali peraturan
pemerintah yang mengatur
gaji bupati dan wakilnya.
Termasuk, masalah dana
operasional dan dana taktis.

Isu lain yang turut diba-
has dalam pertemuan itu, di
antaranya percepatan pem-
bangunan infrastruktur da-
sar di daerah, pemberdaya-
an daerah perbatasan dan
kecamatan sebagai sentra
pelayanan di daerah, serta
masalah pertanahan dan re-
formasi agraria. M ed: joko sadewo

mengaku sudah memberi
instruksi langsung kepada
Badan Nasional Perlin-
dungan dan Penempatan Te-
naga Kerja Indonesia
(BNP2TKI). Selain penge-
tatan, lanjut Muhaimin, sis-
tem juga harus dibenahi.

Selain TKW, ujar Muhai-
min, pengiriman TKI jalan
terus. Termasuk tenaga ker-
ja formal.

Sementara Ketua Fraksi
PKB DPR Marwan Jafar
meminta agar semua pihak
tidak memolitisasi TKI un-
tuk kepentingan tertentu.
“Kami mengutuk pihak-
pihak yang mengeksploitasi
buruh untuk kepentingan
mencari popularitas,” ung-
kap Marwan. M ed: joko sadewo

ﬁw; 1|ndep

KPU tidak akan
netral kalau
anggota parpol
bisa masuk.

JAKARTA — Sebelas
lembaga yang fokus terha-
dap masalah pemilu meno-
lak masuknya anggota par-
tai ke dalam Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU). Mereka
sedang menggalang du-
kungan untuk mengeluar-
kan petisi penolakan draf
revisi UU No 22/2007 ten-
tang Penyelenggara Pemilu.

Sebelas lembaga tersebut
di antaranya, KRHN, Cetro,
IPC, SPD, JPRR, SSS, Per-
ludem, Puskappol UI, TeP]I,
dan Sigma Indonesia. “Ko-
misi II DPR RI telah meram-
pok independensi penye-
lenggara pemilu,” kata pe-
neliti KRHN, Very Junaidi,
Kamis (25/11), saat menyi-
kapi kesepakatan Komisi IT
DPR yang menyetujui ang-
gota parpol boleh maju se-
bagai calon anggota KPU
jika telah mengundurkan di-
ri sebagai anggota parpol se-
hari sebelum mendaftar.

Jika keputusan ini dija-
lankan, Verry menganggap,
KPU nantinya akan menjadi
tidak netral dan cenderung
menguntungkan partai ter-
tentu. Sekalipun calon par-
tai sudah mengundurkan
diri, keterkaitan dengan
partai tidak akan bisa dile-
paskan. “Pengalaman buruk
Pemilu 1999 sangat mung-
kin terjadi,” kata Verry.

Lalu, dari sisi pengawas-
an, dengan adanya orang
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Persoalan yang muncul jika parpol masuk KPU

1. Menghambat kinerja
penyelenggara pemilu

@ Pada tahapan aturan, mereka
akan memperjuangkan aturan
yang lebih menguntungkan
partainya.

@ Pada penetapan daftar pemilih,
mereka cenderung menggeser
orang-orang yang pro dan
kontra dengan partainya.

yang sudah pernah menjadi
anggota parpol, kinerja Ba-
waslu akan menjadi lemah.
Sebab, orang-orang tersebut
akan cenderung mengaman-
kan serta melegitimasi ke-
curangan dan penyimpang-
an yang dilakukan oleh par-
pol. “Sistem penyelengga-
raan pemilu yang baik tidak
akan berjalan karena inter-
vensi kepentingan di dalam-
nya,” ujar Very.

Direktur Eksekutif Cetro,
Hadar Gumay, mengaku ke-
cewa dan prihatin atas ke-
putusan Komisi IT itu. “Pe-
nolakan ini sebenarnya be-
sar, tapi DPR kita sepertinya
tidak peduli karena telah
ditutupi oleh keinginan
yang besar untuk ikut cam-
pur sebagai penyelenggara.”

Sebagai langkah lanjutan
dari penolakan ini, sebelas
organisasi itu saat ini sedang
menggalang petisi penolak-
an. Saat ini, menurut Hadar,
sudah lebih dari 1.000 tanda
tangan yang telah dikum-
pulkan.

Jika petisi ini tidak bisa
menghasilkan perubahan,
kesebelas lembaga itu akan
mendesak pemerintah untuk
menolak draf revisi UU Pe-
nyelenggara Pemilu. “Jika

@ Pada proses pengesahan hasil
pemilu, bisa terhambat jika
ada yang tidak mau
memberikan tanda tangan.

2. Saat verifikasi parpol peserta
pemilu, bisa muncul konflik
kepentingan.

Sumber: keterangan Cetro

pemerintah tidak bisa me-
ngeblok mereka, kami akan
melakukan judicial review.”

Belum menyerah

Sementara itu, Fraksi
Partai Demokrat (PD) yang
walk out saat voting peng-
ambilan keputusan atas draf
revisi UU No 22/2007 masih
belum menyerah. Mereka
akan tetap memperjuang-
kan agar anggota parpol
yang masuk KPU sudah ha-
rus mengundurkan diri lima
tahun sebelumnya.

Ketua Umum Partai De-
mokrat Anas Urbaningrum
mengatakan, pembahasan
revisi UU No 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pe-
milu belum selesai. “Baru
proses pembahasan awal di
Komisi II, toh,” kata Anas.

Diungkapkannya, masih
akan ada pembahasan lan-
jutan revisi UU No 22/2007
di panitia khusus (pansus)
bersama dengan pemerin-
tah. Dalam pembahasan
mendatang, Demokrat akan
mengupayakan lagi keingin-
annya agar KPU tetap ber-
diri sebagai lembaga man-
diri dan independen. B andri
saubani/rosyid nurul hakim/indira rezki-
sari, ed: joko sadewo
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San Diego Hills Memorial Park mempersembahkan Fitrah
Mansion produk terbaru dari Five Pillar Garden, dengan lanskap
hamparan rumput yang hijau. Posisinya yang tinggi berbukit
dihiasi taman yang indah dan semua unit tepat menghadap ke
arah Kiblat. Kata Fitrah ini merujuk pada keadaan manusia pada
saat ia pertama kali diciptakan, sehingga melalui zakat fitrah ini
manusia dengan ijin Allah akan kembali menjadi Fitrah.
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